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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 31 TAHUN 2010
TENTANG

PENJABAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Manimbang - balwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bekas|
Momor & Taken 2010 tentang Anggaran Pendzpatan dan Belanja Daerah
Tahum Anggaran 2011, periu ditetepkan Peraturan Bupati tentang
Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Namor 14 Tahun 1950 tentant Pembentukan Daerak-
Daerah kKabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Megara Tahun 1950) sebageimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pembentukan
Kabupaten Purwckarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubsh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 14950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kzbupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Lembaran
Megara Republic Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 2851);

7. Undang-Undang Momor 6 Tzhun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Rejublik Indonesia Tahum
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 3242) seoagaimana telah diubah beberapa kall teraxhir dengan
Undang-Undang Nomar 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-
Urdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4599);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan [Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1985 Nomor
8, Tambahan Lembaran Megara RMepublik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Momaor 12 Tahun 1985
tentang Fajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Megara Bapulbdik
Indonesia Tahun 1994 Momor G2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Naror 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tansh dan Barmgunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 MNoror 44, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Momar 3688) sebagaimana tzlah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 70 Tahun 2000 tantang Perubahan Atas Undang-
Lindang Nomor 21 Tahun 1997 tenteng Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2000
Momor 130, Tambahan Lembaran Hegara Republik Indonesia Nomaos

3988);

Undang-undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Megara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Folusi dan Nepotisme
[Lembaran Megara PRepublik Indonesiz Tehun 1999 Momor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Lindang-Lindang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tabun - 2003 Momor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

< windang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara

[Lemibaran Megarz Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 5,
Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Mormor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Peruncang-undangan (Lembaran Necara Republik Indonesia
Tahun 2004 Momor 53, Tambaban Lembaren Megara Republik
Indonesia Momaor 4385

Undang-Undang Momor 15 Tahure 2004 tentang Pemerksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Kenangan Negara (Lembaran Megara
repuldik Indonesia Tahun 2004 Momor &6, Tambahan  Lembaran
M=gara Renublik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Uncarg Nomor 25 Tahun 2004 tertang Sistern Perencanaan
Pembangunan Masional (Lembaran WNecara Republik Indonesia Tahur
2004 Momaor 104, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomar 44215

Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4437)
szbagaimana felah beberapakali diubah terakhir dengam Undang-
Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubshan Kedua Atas
Undang-Urdang Momor 32 Tahun 2804 tentang Pemerintzhan Daerah
rlembaran Megara Republls Indonesia Tahum 2008 MWomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomaor 4844}

Undang-Undana MNomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Feuangan  Antara Pemerntah Puset dan  Pemerintahan  Daerah
fLembaran Megara FRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



13.

14

13,

L6

18,

1%

20

21,

2.

&

Undang-Undang MNomor 27 Tahun 2009  tentang - Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Penwakilan Rakyat Dzerah (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Hegqara Republik Indonesia Nomor 5043);

; k Daerah dan
Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tenlang Fajz!
Retribusl Dzerah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2009
fomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
SO49);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran MNegara
Republik Irndonesia Tabun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Meqara Republik Indonesia Nomor 4028);

peraturan Pemerntah Nomor 24 Tahun 2004 fentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nemor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4416}, scbagaimana telah beberapakali diubzh terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Momar 21 Tahun 2007 tentang Perubzhan Ketiga
Atas Peraturan Pemerdntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keduduksn
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Fakyat Deerab {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
MNomor 47 Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47125

. Perzturan Pemerintah Momor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolasn

keuvangan Badan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 MNomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Repubdik Indonesia Nomor-4502);

Poraturan Pemerntah Momor 24 Tabun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintabhan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 49, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomar 4503);

Peraturan Pemerntab Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahar Lembaran Megara Republik Indonesla Momor 4574}

Peraturan  Pemerintah MNomor 55 Tabuno 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indoresia Tahun 2005
Nomaor 137, Tambahan Lemberan Megara Repubilk Indonesia Nomor
45750,

Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 téntang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Megars Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 134, Tambahan Lembaran Hegara Republik Indonesia ‘Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomar 57 Tahun 200f tentang Hibah Kepada
Diaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones.a Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keusngan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momar 144, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
4578);
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Peraturan Pemerintah Nomar 65 Tahun 2005 tentang Pedoaman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Memor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesii Nomor 4585):

Peraturan Pemerintah Momor 72 Tahun 2005 tentang Dess (Lembaran
Megare Rapublic Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesla Nomar 4587

Peraturan Pemerintah MNomor 79 Tahum 2005 tentang  Pedoman
Pemhindan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negaia Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indones a Nomar 4592);

. Peraturan Permerintah Nemor & Tahun 2006 tentang Pergelolaan

Barang Milik Neoara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indanesia
taun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Megara Repubdik
[ndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pamerintah nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atae Parakiess
Pemerintah Momor 6 Tahun 2006 tentang Pengeiolaan Barang Milik
Megara/Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008
Momo 78, Tambahar Lembaran MNegara Republix Indonesia Momor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pefaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran MNegara Rapublik
Indonesia Tahun 2006 Momor 25, Tambahan lembaran Negara
Fepubtik Indonesia Momar 4614);

Poraturan  Pemerintah Momor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenguaraan Pemerintah Daerah kepad+ Pemerintah, Laporan
keterangan  Pertanggungjawaban Kepala Daersh kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daeraly, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemenntahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran iegara Republik
Indonesia Tahun 2007 MNomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Incanesia Nomor 4693);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan

Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah, Pemerintzhan Daerah
Provinsl dan Pemerintaban Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahum 2007 Momor B2, Tambahan Lembaran
Migara Repubdik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolazn

Uang Megara/Daerah (Lembaran MNagara Republik Indonesia Tahun
2007 Neomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 4738Y;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tabun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partal Politik (Lembaran Negars Republik Indonesla
Fahun 2008 Nomo 18, Tambahan Lembaran MNegara Republix
[ndonesia Momar 4972);

. Peraturan Pemetintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pamyusunan Peraturan Dewen Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tatz
Tertib Dewan Perwakilar, Rakyat Dasrah (Lembaran Megara Repubiik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahar Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5104);
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Perafuran Pemerintah Momor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentf Pemungutan Pajak Daerah dan
fetribusi Dacrah (Lembaran Megara Repubiik Indonesia Tahun 2010
MNemor 119, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
5161}

Peraturan  Presiden MNomor 54 Tahun 2010 bentang  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Paraturan Menter Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang

Padoman Pengelolaan Keuangan Caersh setagaimana telah diubah
dencan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 20067
tentang Parubahan Atas Peraturan Menterl Daiam Negerl MNomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Paraturan Menteri Cziam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
cara [veluasi Rancamgan Peraturan Daerah  tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ¢lan Rancangan Peraturan Kepais
Daerah lentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalarn Negerd Nomor 21 Tahun 2007 tertang
Fepgelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Fertanggungjawaban  Penggunaan Belanja Panunfang Operasional
Fimpinan Dewan Perwakilan Ralvat Daerahy Serta Tata Cara
Pangembalian Tunjangan komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Paraturan Meaterl Dafam Negeri Momor 24 Tabun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, ‘Dan  Laparan  Pertanggungjawaben
Fenggunasn Bantuan Keuangan Partal Politik;

Feraturan ‘Menterl Dalam MNegerl Momor 37 Tahuno 2010 - tentarg
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Ancjgaran 2011;

Peraturan Daerah Kzbupaten Bekasi Momor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok  Pengelolzan  Hewangan Daerah  (Lembaran  Daerzh
Kabupaten Bekas! Tahun 2007 Nomer 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 7 Tahun 2003 tentarg
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 200% Momaor 7).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN ELIPATI TENTANG FENIABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANIA DAERAH TAHLUIN ANGGARAN 2011

Paszal 1

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 berjumlah

R 1,926.031,274.293, dengan rincian sebagai benkut :




1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asl Dasrah
b. Darna Perimbangan
. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jurnlzh Pendapatan

2. Belamya s
... Belanja Tidak Langsurng

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Bagi Hasil
5} Belanja Bantuan Keuangan
&) Bulanja Tidak Terduga

b, Belanja Langsung
I} Belanja Pegawal
2) Belanja Barang dan Jasa
3} Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/{ Defisit)

3. Pembiayaan
a. Penarimaan
b, Pengeluaran

Jumiab Pembiayaan Netto

sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp
Rp
Rp

345,061,858 509,00

1.123.731.848.644,00

138,081.227.000,00

Ap 1.607.576.934.153,00

Rp B03.922 426.000,00
FE 55.489,000,000,0
Rp 50.658.380.000,00
Rp 27.511.550.000,00
Rp 51.256,239.700,00
Rp 1.018.140.259.634,00
Rp 53.034.190.500,00
Rp  325.511.674.850,00
Fo 529.345.147.400,00
Fp 907.801.012.759,00
R 1.926.031.272.393.00
Rp {318,454.338.240,00)
Rp 318.454.378, 240,00
Rp 2

Rp  318.4%4.338.240,00

Rp i

Pazal 2

Ringkasar Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud calam Pasal 1 tercantum dalam

Lampéran I Peraturan Bupali ini,

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diring lebih lanjut dalam Lampiran 11

Peraturan Bupati ini,




Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahian dari Peraturan Bupat Bekasi ini.

Pasal 5

Pelaksanaan perjabaran APBD vang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen  Pelaksanaan &nggaran 53tuan Kerja Perangkat Daerah sesual dengan
ketentuan perundang-undarican.

Pasal &

Feraturan mi mulal berdaky pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap arang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam
Berita Caerah;

Dizetapkan di Clkarang Pusat
pada tanggal 13 Desember 2010




